MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 139 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT

Menimbang

Mengingat

DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan

Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4956);




4.

10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1012);

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 138 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan
Urusan Pemerintahan Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659j);



Menetapkan

MEMUTUSKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS,
DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN.,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi
kewenangan Daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur
pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.



10.

11.

Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik
secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari
daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang
membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu
kesatuan geografis dan sosial budaya.

Daratan adalah daerah yang memiliki karakteristik
secara geografis dengan wilayah daratan lebih luas dari
lautan dan merupakan satu kesatuan geografis dan
sosial budaya.

Tipologi adalah pengelompokan perangkat daerah
berdasarkan tipe atau jenis yang didasarkan pada hasil
pemetaan Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan
hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota setelah
dikalikan dengan faktor kesulitan geografis.

Kepala Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan
Daerah  yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur
pelaksana  urusan  pemerintahan  provinsi  atau

kabupaten/kota.

BAB 1l

BENTUK, TIPE, DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2
Perangkat Daerah Provinsi yang merupakan unsur
pelaksana  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
Provinsi untuk urusan pemerintahan bidang

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Provinsi.



Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan
unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota untuk urusan pemerintahan bidang

perhubungan berbentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 3
Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibedakan atas:

a. Tipe A;
b. Tipe B; dan
c. Tipe C.

Penentuan tipe Dinas daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} berdasarkan atas hasil pengukuran
intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
perhubungan yang diatur dengan Peraturan Menteri

Perhubungan tersendiri.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 4

Nomenklatur Dinas Daerah Provinsi yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) disebut Dinas Perhubungan Provinsi.

Nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) disebut Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.



BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5
Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe A masing-masing terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 6
Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe B masing-masing terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 7
Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe C masing-masing terdiri atas 1
(satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas paling banyak 2 (dua) subbagian.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8
Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi dan
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota didasarkan atas
pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan

kewenangan dari Urusan Perhubungan.



(2)

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi atas:

a.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe C pada wilayah geografis kepulauan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub wurusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran,;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan
pelayaran;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe A pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
dan perkeretaapian;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe B pada wilayah geografis daratan dengan fokus
sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,
dan perkeretaapian,;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
Tipe C pada wilayah geografis daratan dengan fokus

sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran,



dan perkeretaapian;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi atas:

&a.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis
kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis
kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis
kepulauan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe A pada wilayah geografis
daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing;

Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe B pada wilayah geografis
daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah
masing-masing; dan

Susunan organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota Tipe C pada wilayah geografis
daratan dengan fokus sub urusan sesuai dengan
moda transportasi yang dilayani pada wilayah

masing-masing.



Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf Kesatu

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi

Pasal 9
Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu
gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Dinas Daerah provinsi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijjakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
provinsi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
provinsi;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,
dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah

provinsi;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi;
dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
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Pasal 11
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mempunyai tugas
membantu  bupati/wali  kota  melaksanakan  Urusan
Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada

Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Dinas Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan
penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran,
dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah
Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan
Kabupaten/Kota; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali

kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13
(1) Contoh susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi
dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, serta tugas
dan fungsi unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi
dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sebagaimana
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



(1)
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Penerapan contoh susunan organisasi Dinas

Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat disesuaikan dengan pertimbangan atas:

a. Ketersediaan dan kompleksitas pelayanan
moda transportasi yang menjadi kewenangan

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;

b. Efektivitas dan efisiensi APBD; dan
c. Pelimpahan pelayanan perizinan kepada unit
pelayanan terpadu  satu pintu daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pada Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas
Perhubungan Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit
pelaksana teknis Dinas Perhubungan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pembentukan  unit pelaksana teknis Dinas
Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentukan  unit pelaksana teknis Dinas
Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan

analisis beban kerja organisasi.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, organisasi

dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas

Perhubungan Kabupaten/Kota disesuaikan berdasarkan

ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam)

bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 November 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 05 November 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1660

Salinan sesuai dengan aslinya

ﬁPALA/iiRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda {IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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LAMPIRAN

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS, DAN
FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

CONTOH SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA, SERTA TUGAS DAN FUNGSI
UNIT KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN/KOTA
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Kepulauan dengan
Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran.

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN ?é%ig%ﬁg KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG ANGKUTAN
LINTAS JALAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN
SEKSI ANGKUTAN ~ SEKS! BADAN USAHA
SEKSI SEKSH SAH)
b— MANAJEMEN LALU — O,m%}?%ﬁw —  PEMBANGUNAN ] DANASA TEREAI
LINTAS JALAN ERMINAL PELARUHAN EELAYARAN
SEKS| ANGKUTAN SEKS]
L SEKSI REKAYASA & ORANG TIDAK DALAM .. | PENGERUKAN DAN ] SEKSL ANGKUTAN
LALU LINTAS oAy E D PEKLANAS] PELAYARAN
JALAN ANGKUTAN BARANG PELABUHAN RAKYAT
SEKSI SEKSI PENG- SEKSI ANGKUTAN
KESELAMATAN || SPESLPEMADUAN || opErasian pan || sunGalL DANAU,
Tl LALY LINTAS DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN
ANGKUTAN JALAN PELABUHAN PENYEBERANGAN




b.
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Tugas dan Fungsi

1)

2)

3)

Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1)  koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan  pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4)  koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-
undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana rencana,
program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas

Perhubungan Provinsi.

Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan

dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.



4)

6)
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Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan  penyiapan  bahan  pelaksanaan  urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan,
kerja ~sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta

penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

aj) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas jalan.

b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan Kkebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan
angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan
manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan hasil analisis

dampak lalu lintas pada jalan provinsi.



9)
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Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan teknologi

informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,

fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum
dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum

oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

aj Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan jalan.

b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
angkutan orang dan barang, serta pemaduan
moda dan pengembangan;

(2) penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangari;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, serta

pemaduan moda dan pengembangan; dan
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(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan
terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek antarkota
dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam trayek di
jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan
orang dalam trayek, fasilitasi perizinan angkutan orang dalam

trayek antarkota antarprovinsi.

Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah
kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi, perizinan
angkutan orang angkutan antar jemput antarkota dalam
provinsi, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
barang lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, teknologi informasi angkutan jalan, serta fasilitasi

perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan
angkutan pemaduan moda, rencana umum jaringan trayek,
perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas
1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang
melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 {satu) daerah
provinsi, fasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitasi
perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui
batas 1 (satu} daerah provinsi, rencana induk jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan provinsi, penetapan rencana induk
perkeretaapian provinsi, penetapan rencana induk dan

DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional, pengelolaan
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data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi

manajemen

dan komunikasi transportasi, serta

pengembangan transportasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan Kkebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1)

(2)

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan

serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan

pengumpan

regional, perizinan pengembangan pelabuhan

untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan

dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani

trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi.
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Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah

perairan pelabuhan pengumpan regional.

Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp

pelabuhan pengumpan regional.

Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran

a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan  kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang angkutan pelayaran.

b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Angkutan

Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan

angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyilapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi, serta
perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, Jasa
pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa
terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti
kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam

wilayah Provinsi.

Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan
atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah
provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan

internasional.

Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
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kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

penetapan  lintas  penyeberangan = dan . persetujuan
pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam
daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian

untuk kapal vyvang melayani penyeberangan lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif
angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi ‘Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geogralis Kepulauan

dengan Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a.

PELABUHAN

SEKS] ANGKUTAN

SEKSI
PENGERUKAN DAN

PELABUHAN

PELAYARAN

SEKS! ANGKUTAN

= ] — PELAYARAN
DAN TERMINAL REKLAMASI RARYAT
PELABUHAN
SEKSI PENG- SEKSI ANGKUTAN
SEKSI PEMADUAN OPERASIAN DAN SUNGAI, DANAU,
MODA DAN PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN

PENYRBERANGAN

Susunan Organisasi
KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
Bﬁg\;ﬁg E‘:’&U BIDANG BIDANG ANGKUTAN
ANGRU I Ax KEPELABUHANAN PELAYARAN
IEKSL SEKSI BADAN USAHA
SEKSI LALU L ) || panasa tErkuT
e LINTAS JALAN PEMBANCGUNAN ANCKUTAN
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Tugas dan Fungsi

1)

3)

Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milik/ k'ékaya;én daerah;
dan |

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-

undangan.
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Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan,;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek
antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam
trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas

ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan
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angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,
penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi
dalam kawasan perkotaan vyang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput
antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi
angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang
tidak dalam trayek lainnya.
Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu} daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (Satu)" daerah proﬁhsi,
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan
komunikast transportasi, serta pengembangan
transportasi.
Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang kepelabuhanan.
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
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pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan 'kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
dan

(4} pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuail dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi.

Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional.

Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabﬁhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp

pelabuhan pengumpan regional.
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Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan

Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyebefangan;
dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
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Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada  lintas  pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-
Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.

Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan  lintas  penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam
daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
untuk kapal wvang melayani penyeberangan lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif
angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Kepulauan
dengan Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BLI&{‘;XG LALU BIDANG
S DAN PELAYARAN
ANGKUTAN JALAN
. SEKS? LALU - SEKSI
LINTAS JALAN KEPELABUHANAN
SEKSI BADAN USAHA
| 1 SEKSI ANGKUTAN — DAN JASA TERKAIT
DAN TERMINAL ANGKUTAN
PELAYARAN
SEKSI ANGEUTAN
SEKSI PEMADUAN PELAYARAN RAKYAT
—— MODA DAN — DAN ANGKUTAN
PENGEMBANGAN SUNGAI, DANAU, DAN
PENYEBERANGAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
al Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
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Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3} penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

{5} pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan' bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan pemﬁdang—
undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan " bahan perumusan kebijjakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan
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pengembangan,;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
perigembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan; dan

(4} pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan peiakéanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek
antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam
trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas
ei«;onomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi periziﬁan
angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,
penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput
antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daérah provinsi, teknologi informasi
angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang

tidak dalam trayek lainnya.
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Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistern informasi manajemen dan
komunikasi transportasi, serta pengembangan
transportasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

{2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
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terkait  angkutan  pelayaran, angkutan

pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,

danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau vang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi,' perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional, perizinan wusaha badan wusaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan
regional.
Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar  daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
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Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungali,
Danau, dan Penyeberangan | ‘ |

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada  lintas  pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-
Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur  penyeberangan  provinsi, penetapan  lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan  antar

daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN SUBBACIAN KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG BIDANG ANGKUTAN
LINTAS JALAN JALAN KEPELABUHANAN PELAYARAN
SEKSI ANGKUTAN SEKSI BADAN USAHA
SEKS! SEKSI
f——t! MANAJEMEN LALU RS DALAM —  PEMBANGUNAN et PANJBSA TERKAIT
LINTAS JALAN TERMINAL PELABUHAN PELAYARAN
Z SEKS! ANGRUTAN SEKS!
S SE;}S&URI}%}%?%SA ] ORANG TIDAK DALAM || PENGERUKAN DAN I SEKSI ANGKUTAN
TRAYEI DAR REKLAMASI PELAYARAN
JALAN RAKYAT
ANGKUTAN BARANG PELABUHAN
SEKSI SEKSI PENG- SEKSI ANGKUTAN
|| KESELAMATAN - SEIﬁIg’E%\MSE\? A || OPERASIAN DAN [ | SUNGAL DANAU,
LALU LINTAS DAN PENGEMBANIGAN PENGELOLAAN DAN
ANGKUTAN JALAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawéian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

(5)  pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan  pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan  penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan
a) Tugas |
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang lalu lintas jalan.
[s) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

Jalan menyelenggarakan fungsi:
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(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijjakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan
hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan .

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebjjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas
jalan.

Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan;

(3} penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek
antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam
trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas
ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan
angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi.
Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput

antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
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untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi
angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang
tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
yvang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu] daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan
komunikasi transportasi, serta pengembangan
transportasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Kepelabuhanan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang kepelabuhanan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kepelabuhanan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi,
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pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan;
dan
(4} pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuail dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas Seksi Pembangunan Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi.
Tugas Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional.
Tugas Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan
regional, perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan
pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan
pengumpan regional, serta perizinan pengelolaan terminal
untuk kepentingan sendiri (TUKS} di dalam DLKr/DLKp
pelabuhan pengumpan regional.
Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang angkutan pelayaran.
b} Fungsi
Dalam  melaksanakan tugas, Bidang Usaha

Angkutan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:
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(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

(3} penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang badan usaha dan jasa terkait angkutan
pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan,;
dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa  pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagl orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi  pada  lintas  pelabuhan  antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.
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Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan lintas penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal antar daerah kabupaten/kota dalam
daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, penctapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian
untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/ kota dalam daerah
provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi
dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi, serta tarif
angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan
kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan

antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan dengan
Fokus Sub Urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG
LINTAS JALAN JALAN PELAYARAN

I .

SEKSI ANGKUTAN

SEKSI
— . - ORANG DALAM SEKSI
Mti?N-‘\%AEé\']fANLk;LU TRAYEK DAN KEPELABUHANAN
TERMINAL

SEKSI ANGKUTAN
ORANG TIDAK DALAM

SEKSI BADAN USAHA

SEKSI REKAYASA DAN JASA TERKAIT

LALU LINTAS DAN

LALU LINTAS TRAYEK DAN ANGKUTAN
JALAN ANGKUTAN BARANG PELAYARAN
SEKSI SEKS] PEMADUAN SEKSI ANGKUTAN

D PELAYARAN RAKYAT
KESELAMATAN MODA DAN DAN ANGKUTAN

ANGKUTAN JALAN PENGEMBANGAN N EBIRANCAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a} Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
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Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4} koordinasi dan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan,;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan

(6)  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan  pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas jalan.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
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jalan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

(3) penylapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporém di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan
hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas
jalan.

Tugas Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, [asilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan
hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan jalan.
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b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, serta
pemaduan moda dan pengembangan; dan

{(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek
antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam
trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas
ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan
angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi.
Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi
dalam Lkawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput
antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi
angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang
tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
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Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
vang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan
komunikasi transportasi, serta pengembangan
transportasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b} Fungst

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan = pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
hidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa

terkait angkutan  pelayaran, angkutan
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pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan; dan
(4} pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional, perizinan usaha badan wusaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan
regional.
Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
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Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi  pada lintas  pelabuhan  antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-
Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, penectapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan  antar

daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan dengan
fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan dan pelayaran

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PELAYARAN
ANGKUTAN JALAN
| SEKSI LALU L SEKSI
LINTAS JALAN KEPELABUHANAN
SEKS? BADAN USAHA
] SEKSi ANGKUTAN ] DAN JASA TERKAIT
DAN TERMINAL ANGRUTAN
PELAYARAN
SEKS! ANGKUTAN
SEKSI PEMADUAN PELAYARAN RAKYAT
— MODA DAN — DAN ARGKUTAN
PENGEMBANGAN SUNGAIL, DANAU, DAN
PENYEBERANGAN
b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:
(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
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Perhubungan Provinsi;
(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,

hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;
(3) penataan organisasi dan tata laksana,

(4) koordinast dan  penyusunan = peraturan
perundang-undangan;
(3} pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan
(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuali dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan  pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, keria sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,

terminal, pemaduan moda, dan
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pengembangan,;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan,
terminal, pemaduan moda, dan
pengembangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal tipe B, rencana umum jaringan trayek
antarkota dalam provinsi, perizinan angkutan orang dalam
trayek di jalan antarkota dalam provinsi, tarif kelas
ekonomi angkutan orang dalam trayek, fasilitasi perizinan
angkutan orang dalam trayek antarkota antarprovinsi,
penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 {satu) Daerah
provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput
antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu} daerah provinsi, teknologi informasi
angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang
tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
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Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana uwmum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
yvang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 {satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penectapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan
komunikasi transportasi, serta pengembangan
transportasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

{1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelablihanan, badan usaha dan jasa

terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
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pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan; dan
(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional, perizinan usaha badan wusaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan
regional.
Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah

kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.
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Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomuisili dan yang
beroperasi pada  lintas pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-
Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan
lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan  antar

daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe A pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub urusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan
perkeretaapian
a. Susunan Organisasi
KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN i%%ﬁﬁ%ig KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG PERKERBE{’?SS N DAN
LINTAS JALAN JALAN PELAYARAN PENGEMBANGAN
SEKS! SEKSI ANGKUTAN
- ] | SEKSI | SEKSI
MANAJEMEN LALU ORANG DALAM KEPELABUHANAN PERKERETAAPIAN

LINTAS JALAN

REKAYASA LALU
LINTAS JALAN

SEKSI
KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

TRAYEK

SEKSI ANGKUTAN
| ORANG TIDAK DALAM —
TRAYEK DAN
ANGRUTAN BARANG

SEKSI BADAN USAHA
DAN JASA TERKAIT
ANGKUTAN
PELAYARAN

SEKSI

— LINGKUNGAN

PERHUBUNGAN

— SEKSI TERMINAL sl

SEKSI ANGKUTAN
PELAYARAN RAKYAT
DAN ANGKUTAN
SUNGAI, DANAU, DAN
PENVERERANCAN

SEKSI PEMADUAN
MODA DAN
TEKNOLOGL

PERHUBUNGAN

Tugas dan Fungsi

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a)

Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
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anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

{2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.

Tugas Subbagian Keuangan

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan  penyiapan bahan  pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas jalan.

b} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

Jalan menyelenggarakan fungsi:
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(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

{2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas,
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas
dan angkutan jalan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, dan persetujuan
hasil analisis dampal lalu lintas pada jalan provinsi.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan
penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas
jalan.

Tugas Secksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan
hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan Jalan

a} Tugas




10)

11)

- 50 -

Melaksanakan penyiapan perumusan Kkebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, dan
terminal,

(2} penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang dan barang, dan
terminal,

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang dan barang, dan
terminal; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana
umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan
angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam
provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota
antarprovinsi.

Tugas Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan
Angkutan Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penctapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi
dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
provinsi, perizinan angkutan orang angkutan antar jemput
antarkota dalam provinsi, penyediaan angkutan umum
untuk jasa angkutan barang lintas daerah kabupaten/kota

dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi informasi
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angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan angkutan orang
tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebiyjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal tipe B.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijjakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Kepelabuhanan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
(TUKS}) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan
regional.

Tugas Sekst Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada  lintas pelabuhan antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-

Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan
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lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan  antar
daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi,

Tugas Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang perkeretaapian dan pengembangan

transportasi.

b) Fungsi

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang perkeretaapian, lingkungan
perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi
perhubungan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang perkeretaapian, lingkungan
perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi
perhubungan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang perkeretaapian, lingkungan
perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi
perhubungan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Perkeretaapian
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas daerah kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah
1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi
sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi, dan penetapan jaringan pelayanan
perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.
penerbitan izin pengadaan atau pembangunan
perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur
kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)
Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu} Daerah provinsi.
Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan
jalan provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian
provinsi, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP
pelabuhan pengumpan regional,

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampau 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan
sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi,

serta pengembangan transportasi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Provinsi Tipe B pada Wilayah Geografis Daratan dengan

fokus sub wurusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan

perkeretaapian

a. Susunan Organisasi

| SEKSI ANGKUTAN

SEKSI BADAN USAHA

— DAN JASA TERKAIT

ANGKUTAN
PELAYARAN

b SEKSI TERMINAL

SEKSI ANGKUTAN
PELAYARAN RAKYAT

E— DAN ANGKUTAN

SUNGAIL DANAU, DAN
PRENYERFRANGAN

SEKSI
1 LINGKUNGAN
PERHUBUNGAN

SEKSI PEMADUAN

b. Tugas dan Fungsi

MODA DAN
TEXNOLOGI
PERHUBUNGAN

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a)

Tugas

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN Sy PENGEMBANGAN DAN
ANGKUTAN JALAN ELAYARAN PERKERETAAPIAN
] SEKSI LALU _— SEKSI SEKSI
LINTAS JALAN KEPELABUHANAN PERKERETAAPIAN

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh wunit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan

tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
(1)  koordinasi

renyusunan rencana, prograrm,
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anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, Kkerja sama,
hubungan masyarakat, Kkearsipan, dan
dokumentasi;

{3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan  peraturan
perundang-undangan,;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keunangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang lLalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
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terminal;

{2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal;

(3) penylapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuail dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lala lintas jalan, persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan
teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana
umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan
angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam
provinst, tanf kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota
antarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan
angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1
(satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan
antar jemput antarkota dalam provinsi, penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu} daerah provinsi, teknologi
informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan
angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B.
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Tugas dan Fungsi Bidang Pelayaran
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa
terkait  angkutan  pelayaran, angkutan
pelayaran rakyat, dan angkutan sungai,
danau, dan penyeberangan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Kepelabuhanan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan

reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
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regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri
(TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan
regional.

Tugas Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan
Pelayaran

Melakukan penyilapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili
dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah Provinsi,
serta perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang,
Jasa  pengurusan transportasi, angkutan perairan
pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau
peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri
dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi. '

Tugas Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai,
Danau, dan Penyeberangan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi  pada  lintas  pelabuhan  antar-Daerah
kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-
Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional, penetapan
lintas penyveberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang
terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
jalur penyeberangan provinsi, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar
daerah kabupaten/ kota dalam daerah provinsi yang

terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan
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jalur penyeberangan provinsi, serta tarif angkutan
penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan
beserta muatannya pada lintas penyeberangan  antar
daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi.

Tugas Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di  bidang perkeretaapian dan pengembangan

transportasi.

b) Fungsi

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang perkeretaapian, lingkungan
perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi
perhubungan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang perkeretaapian, lingkungan
perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi
perhubungan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang perkeretaapian, lingkungan
perhubungan, pemaduan moda, dan teknologi
perhubungan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Perkeretaapian

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi
prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas daerah kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah
1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi

sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
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melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah provinsi, penetapan  jaringan  pelayanan
perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi,
dan penerbitan izin pengadaan atau pembangunah
perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur
kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)
Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan
jalan provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian
provinsi, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP
pelabuhan pengumpan regional,

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebjjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
vang melampauli batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan
sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi,

serta pengembangan transportasi.
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Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas
Perhubungan Provinsi Tipe C pada Wilayah Geografis Daratan dengan
fokus sub wurusan lalu lintas angkutan jalan, pelayaran, dan
perkeretaapian

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PELAYARAN DAN
ANGKUTAN JALAN PERKERETAAPIAN
] SEKSI LALU |
LINTAS JALAN SEKSI PELAYARAN

SEKSI

[} SEKS] ANGKUTAN — PERKERETAAFIAN

SEKSI PEMADUAN
— SEKSI TERMINAL e MODA DAN
PENGEMBANGAN

b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
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anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubﬁngan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana,;

(4) koordinasi dan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan,;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum .
Melakukan penyiapan bahan  pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.

Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
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terminal;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan
terminal; dan

(4} pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, persetujuan hasil
analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan provinsi, dan penerapan
teknologl informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Tugas Seksi Angkutan dan Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana
umum jaringan trayek antarkota dalam provinsi, perizinan
angkutan orang dalam trayek di jalan antarkota dalam
provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antarkota
antarprovinsi, penetapan wilayah operasi dan perizinan
angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1
(satu) Daerah provinsi, perizinan angkutan orang angkutan
antar jemput antarkota dalam provinsi, penyediaan
angkutan umum untuk jasa angkutan barang lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, teknologi
informasi angkutan jalan, serta fasilitasi perizinan
angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Tugas Seksi Terminal

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebiyjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengelolaan terminal tipe B.
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Tugas Bidang Pelayaran dan Perkeretaapian
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan moda,

dan pengembangan transportasi.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran dan

Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

(I) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan
moda, dan pengembangan transportasi;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan
moda, dan pengembangan transportast;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayaran, perkeretaapian, pemaduan
moda, dan pengembangan transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. |

Tugas Seksi Pelayaran

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan
pengumpan regional, perizinan pengembangan pelabuhan
untuk pelabuhan pengumpan regional, serta Pembangunan
dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani
trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu)
daerah provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan regional, serta perizinan
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan
regional, perizinan usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpan regional, perizinan pengoperasian
pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama
24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, perizinan

pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri {TUKS) di
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dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional,
perizinan usaha angkutan laut bagi badan usaha yang
berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas
pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah
daerah Provinsi, serta perizinan usaha jasa terkait bongkar
muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan
perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut
atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally
mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah
kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, perizinan usaha
angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau
badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada
lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam
Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan
pelabuhan internasional, penetapan lintas penyeberangan
dan persetujuan pengoperasian képal antar daerah
kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang terletak pada
jaringan  jalan  provinsi dan/atau jaringan jalur
penyeberangan provinsi, penetapan lintas penyeberangan
dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani
penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/
kota dalam daerah provinsi yang terletak pada jaringan
jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan
provinsi, serta tarif angkutan penyeberangan penumpang
kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada
lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam
daerah provinst.

Tugas Seksi Perkeretaapian

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operési
prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas daerah kabupaten/kota, penetapan
jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah
1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah
provinsi, penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada

jaringan jalur kereta api provinsi, penerbitan izin operasi
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sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu)
Daerah  provinsi, penetapan  jaringan  pelayanan
perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi,
serta penerbitan izin pengadaan atau pembangunan
perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur
kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu)
Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan pemaduan moda, rencana umum
jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan
yang melampauli batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan
pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten
dalam 1 (satu) daerah provinsi, fasilitasi angkutan perintis
dalam provinsi, fasilitasi perizinan angkutan perkotaan dan
pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi,
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
provinsi, penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi,
penetapan rencana induk dan DLKR/DILKP pelabuhan
pengumpan regional, pengelolaan data dan informasi
transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan
komunikasi transportasi, serta pengembangan

transportasi.




10. Contoh Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Unit Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe

Kepulauan dengan Fokus

Sub Urusan Sesuai

Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a.

Susunan Organisasi

A pada Wilayah Geografis
dengan Moda

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN ?é%i’;g:ﬁ KEPEGAWAIAN
DAN EVALUASI DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGIUTAN BIDANG PEN (?é?&%}i?ve AN
LINTAS DAN SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN

|

b.

|

]

~

SEKSI SEKSI PEMADUAN
oo LaLy | (| SEESLASGKUTAN | sesppsmacman | L oba by
LINTAS PERHUBUNGAN
SEKSI ANGKUTAN SEKSI SEKSI
R R B
“BAMPAK LALY st PONOUIAN | || ppvooperasian | L] o SEKSL
LINTAS PRASARANA
Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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(1)  koordinasi penyusunan rencaﬁa, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3} penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuali dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang lalu lintas.
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu ILintas
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menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu
lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu
lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

(3) penylapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu
lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuali dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,
penetapan lintas penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang
terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau
jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan
penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
jaringan jalur perkerectaapian kabupaten/kota.

Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten/kota.

Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan
kabupaten/kota. |

Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan dan sarana.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang angkutan orang, angkutan barang, dan
pengujian sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang, angkutan barang, dan
pengujian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang, angkutan barang, dan
pengujian sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum
jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah
kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan
orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif kelas
ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek

antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
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perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, dan
penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan
Barang

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang
dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi
angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam
Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin penyelenggaraan
taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah
operasinya berada dalam Daerah kabupaten/ kota,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan suhgai
dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan
warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin
usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai
dengan domisili badan wusaha, dan penerbitan izin
pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin
operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang
jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pengujian Sarana
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Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha
jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a} Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(I) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang  perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarang; |

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelapbran di
bidang perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan Cdi bidazig
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan
penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur
kereta api kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan  di bidrang-
penerbitan izin periyelenggaraah' dan perﬁlﬁéngﬁnan

fasilitas parkir, pembangunan, penérbitan izin  dan
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pembangunan pelabuhan ijéngumpan lokal, pembangunan
dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan
danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengoperasian pelabﬁhan pengumpan lokal, pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitaﬁ izin usaha badan
usaha pelabuhan di .pelabuhan pengumpul 10ka1;
penerbitan izin pengembangan pelabuhan. untuk
pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS} di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, dan Penerbitan izin wusaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkéretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas . “

Melaksanakan penyiapan perumus’a'n Keblj&kan

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di  bidang pengembangan dan  keselamatan

transportasi. | '
b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan

dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penvlapan bahan perumusan kebuakan di

bldarg pemaduan moda, teknologl perhubungan

hngkungan perhubunoan dan keselamatan
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(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidarig pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ' .

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moda dan pengembangan teknologi
perhubungan. '

Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan lingkungan perhubungan.

Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselarhatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keéelamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan-angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidémg lalu lintas dan angkutan jalén.
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11. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja
padaDinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada Wilayah
Geografis Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda
Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SURBRBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG

LINTAS DAN ngfng A PENGEMBANGAN
ANGKUTAN DAN KESELAMATAN

] | ]

. SEKSI PEMADUAN
SEKSI LALU SEES] PR CANARN MODA DAR
e = DAN PEMBANGUNAN — i
LINTAS EMBANG . TEKNOLOG!
PERHUBUNGAN
SEKSI SEKSI
) SEKSI ANGKUTAN — PENGOPERASIAN _ LINGKUNGAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
SEKSI PENGQUJIAN SEKSI PERAWATAN SEKSI
SARANA PRASARANA KESELAMATAN

b. Tugas daﬁ Fungsi
' 1) Tugas dan Fungsi Sekretariat
a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratilf kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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(7) koordinasi penyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(8) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(9) penataan organisasi dan tata laksana;

(10) koordinasi dan  penyusunan = peraturan
perundang-undarnigan;

(11) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,;
dan

(12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyUsﬁnan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawailan dan Umum
Melakukan pényiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat
kearsipan, dan dokumentasz penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan. '
Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas | |
Melaksanakan "pényiapan perumusan kebij;akan.
pelaksanaan kebijakan, serta eévaluasi dan pelaporan
‘di bidang lalu lintas dan angkutan ' S
b)  Fungsi '
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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bidang lalu Iiﬁfas, angkutan, dan pengujian
sarana; - :

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana;

(3) penylapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. "

Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan ﬂi bidang
penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupafen/ Kota,
penetapan  lintas  penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang
terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/ atau
Jjaringan jalur kereta api kabupaten/kota, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasmn untuk
kapal vyang melayani penyeberangan dalam Daérah
kébiipaten /kota, penetapan rencana mduk"perke‘retaapfan
kabupaten/kota, penetapan jariﬁgan jalur ker’et’a,"api yang
jaringannya dalam 1 {satu} Daerah kabupaten/kota, dan
penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota, penyediaafi
perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten/ kota, dan persetujuan hasil analisis dampak
lalu lintas untuk jalan kabupaten / kota

Tugas Scksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa angklitan orahg
dan/atau  barang dalam Daerah  kabupaten/kota,
penetapan kawasan pérhl:bt.aan untuk pelaya'nan anglkutan

perkotaan dalam l (satn) Daerah kabﬁpateh/ koté,
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penetapan rencana umum':jaringan trayek perkotaan dalam
1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana
umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1
(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggamréan
angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif
kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek
antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabtihah dalam  Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penefbitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringari
jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkﬁtan
orang dengan menggunakan taksi dalam k_éwésan
perkotaan yang- wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin penyelehggaraan taksi dan
angkutan kawasan tertentu yang wilayah 6perasinya
berada dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai
dengan domisili orang perseorangan warga nega.ra
indonesia atau badan ﬁsaha, penerbitan izin usaha
penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan
domisili badan usaha, dan penerbitan izin pengadaan atau
pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan

perietapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam




10)

- 89 -

Daerah kabupaten/kota. .

Tugas Seksi Pengujian Sarana |

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha
Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasareina.

b)  Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi: |

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang  perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana;

(2) penylapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang  perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana;

(3) penyiaiaaﬁ béhan evaluasi dan pelaporan di
bidang perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana; dan -

{4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perﬁmusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di = bidang
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan
penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur
kereta api kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelakéénéan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir, . pembangunan, .penerbitan izin  dan
pémbangunan pelabuhan pengumpan lokal, ;pembangunan
dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan
danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan' pengumpul 7 Ioka},
penerbitan  izin  pengembangan  pelabuhan vuntuk
pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri  (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, dan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkéretaaﬁian
umum yang jaringan jalurhya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota. |
Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas _
' Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di  bidang pengembangan dan kesei;eﬁ'na“‘can
transportasi, " '
b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan
dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan

(2) penyilapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3} penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. |

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
pemaduan moda dan pengembangan teknologi
perhubungan. h

Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Dbidang
pengembangan lingkungan perhubungan

Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana fasﬂltasz
manajemen dan penanganan keselamatan d1 Jalan provmsz
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
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12. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja pada
Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada Wilayah Geografis
Kepulauan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda
Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PRASARANA DAN
ANGKUTAN KESELAMATAN
L SEKSI LALU A
LINTAS SEKSI PRASARANA
L rkst ANGE — SEKSI
SERSI ANGKUTAN KESELAMATAN
| SEKSI PENGUJIAN L] SEKSI
SARANA PENGEMBANGAN

b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh  unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi _ ”
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi:

(1) koordinasi penyusunan rencana, program,
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anggaran, éx:raluasi, dan pelaporan : Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
melipuiti kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3} penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

(3) pengelolaan barang mﬂik/ kekayaan daerah;
dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Képala Dinas sesuai dengan " iu'gas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiépan bahan penyusunan réncana
rencana, program, | anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan p'engelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum 1
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan érganisasi dan tata
laksana, serta  penyusunan peraturan perundang-
undangan. | ‘
Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas ' '
Melaksanakan penyiapan perumusan .'kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelapor.ain
di bidang lalu lintas dan angkutan. |
b}  Fungsi |
Dalam melaksanakan ‘fugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:
(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang lalu lintas, angkutan, damn pengujian
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sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. |

Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebjjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,
penetapan  lintas  penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang
terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau
jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian  untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah
kabupaten/kota, pe.netapan rencana induk perkéretaaf)iari
kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan
penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan Kabﬁpateﬁ/ Kota dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis dampak
lalu lintas untuk jalan kabupaten/ kota

'Tugas Seksi Angkutan ’

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebljakan serta’ evaluas_l dan pelaporan di b1dar1g
penyediaan angkﬁtém urnum untuk jaéa'angku_tan yorang
dan/atau barang dalam Daerah  kabupaten/kota,
penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan aﬁgkutaﬁ
perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam




1 (satu} Daerah kabuﬁéten/kota, penetapan rencana
umum jaringan trayék pedesaan yang menghubungkan 1
(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif
kelas ekonomi untuk _'angkutan orang vang melayani trayek
antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran ra'kyaf bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili daﬁ yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penvelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas dalam 1 (sétu} Daerah
kabupaten/kota, penefapan wilayah opéras'i angkutan
orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasmya berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan
angkutan kawas-an tertentu  yang wiIayah operasinya
berada dalam Daerah kabupateﬁ/ kota, penerbitan izin
usaha penyelenggaraan angkﬁtan sungai dan danau sesuai
dengan domisili orang perseorangan Warga negara
Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha
penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesual dengan
domisili badan usaha, dan penerb1tan izin pengadaan atau
pembangunan perkeretaplan khusus, izin operasi, dan
penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannyé dalam

Daerah kabupaten/kota.
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Tugas Seksi Pengujian.Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha
Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana, keselafnatan, dan pengembangan

transportasi.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana dan

Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembaﬁgan'tranéportasi; | |

(2) penylapan bahan pelaksanaan kebijakarn di
bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembangan transportasi;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembangan transportasi; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas © dan
fungsinya. . ' ‘

Tugas Seksi Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin
penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau,
pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan
peng‘operasiari pelabuhan pengumpan lokal, pembang_ﬁnaﬁ

dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
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pelabuhan sungai dan daném, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di  pelabuhan pengumpul lokal,
penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh,
penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam
untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di
dalam  DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, dan pénetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupa’tén /kota.

Tugas Seksi Keselamatan ' |

Melakukan peﬁyiapan bahan perumusan dan peiaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, 41&.%1{
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasaranéi,' 'fasilitas;i
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi .kelaikan_ kendaraan, serta penegakan
hulkum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Tugas Seksi Pengemb’angén_ ' o ' o

Melakukan penyiapan bahan’ perumusan dan "'peléikéanaaﬁ
kebijakan serta evaluasi dan pelapc’iré.r}‘ di bidéhg
pemaduan moda, pehgembangan teknologi perhubungén,

dan pengembangan lingkungan perhubungan.
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13. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja

padaDinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe A pada Wilayah

Geografis Daratan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai
Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

dengan Moda

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN ) SUBBAGIAN
PERENCANAAN TomnAcIAl KEPEGAWAIAN
DAN EVALUAST DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG ANGKUTAN BIDANG PN AN
EINTAS DAN SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN
SEKSI e SEKS! PERENCANAAN SEKSI PEMADUAR
~— MANAJEMEN LALU - ng{fiﬁi\f‘gﬁg\? <] DAN PEMBANGUNAN ] TERNOLOGI
LINTAS JALAN RN I PRASARANA PERIUBUNGAR
SEKSI REKAYASA SEKSIANGKUTAN SEKSI 'SEKST
=1  LALULINTAS . D ey ~] PENGOPERASIAN —  LINGKUNGAN
JALAM BARANG PRASARANA PERHUBUNGAN
|| SRS ARALISIS || SEKSI PENGUJIAN | | sExsi PERAWATAN - SEKSI
LINTAS. SARANA PRASARANA KESELAMATAN

b. Tugas"dan Fungsi
1} .. Tugas dan Fungsi Sekretariat

-a) Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan

administratif kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

b) Fungsi
Dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi:

Sekretariat
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(1)  koordinasi ‘periYusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan = Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang meliputi
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusﬁnan peraturan
perundang-undangan; ' o

(5) pengelolaan'barang milik/kekayaan daerah; dan

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuali dengan tugas dan
fungsinya. | |

Tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggararn, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi,
Tugas Subbagian Keuangan
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
Iaksana, serta  penyusunan peraturan perundang-
undangan. ; S '
Tugas dan Fungsi Bidang Lalu Lintas
a) Tugas .
| Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijétkén, serta evaluasi dan pelaﬁoran
di bidang lalu lintas. |
b}  Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas

menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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bidang manajeﬁien- lalu lintas, rekayasa lalu
lintas, dan analisis dafnpak lalu lintas; |

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang manajemen lalu | lintas, rekayasa lalu
lintas, dan analisis dampak lalu lintas;

(3) penyiaparnn bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu
lintas, dan analisis dampak lalu lintas; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuali dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,
penetapan  lintas penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota vang
terletak pada jaringan jalan kabupatén/kota dan /atau
jaringan jalur kereta api keibupaten /kota, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota, penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan
penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. |
Tugas Seksi Rekayasa Lalu Lintas \

Melakukan penyiapan bahan perumusaﬁ' dan ﬁelaksanaan
kebijakan serta evaluasi ‘dan peiaporah’ di —b'idén‘g
penye&iaan perlengkapan jalan di jalan ‘Ka’t‘))ﬁpaaten'/‘Kdta
dan pelaksanaan rekajrasa lalu lintas untuk jaringan jéﬂaﬁ
kabupaten/kota. l -
Tugas Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan

kabupaten/kota.
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Tugas dan Fungsi Bidang Angkutan dan Sarana
a) = Tugas _

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang angkutan dan sarana.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan dan

Sarana menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan - bahan perumusan kebijakan di
bidang angku’tan orang, angkutan barang, dan
penguiian sarana,;

{2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang angkutan orang, angkutan barang, dan
pengujian sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang angkutan orang, angkutan barang, dan
pengujian sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang" diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. R

Tugas Seksi Angkutan Dalam Trayek

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dalam Daerah kabupaten/kota, penetapan kawasan
perkotaan untuk pelayanan angkutan pérkotaazi"délam 1
(satu} Daerah kabupate“n‘/ kota, penetapan rencana umum
jaringan tfayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten /kota, penetapan rencana umum jaringan trayek
pedesaan yang menghﬁbungkén 1 (satu) Daerah
kabupaten, penerbitan izin penyelénggaré&n angkﬁi:’ari
orang dalam trayek perdesaan dan Ip'érkotaah dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif kelas
ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek
antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya

dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha
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angkutan laut bagi badan. usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberarigan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, dan
penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang
jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 {satu) Daerah
kabupaten/kota.

Tugas Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan
Barang ' | |
Melakukan penyiapan bahan perumusaﬁ dan pelaksana'an
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa é.ngkutari barang
dalam Daerah kabupaten/ kota, penetapan Wilayah operasi
angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam
kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam
Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin penyelehggaraan
taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah
operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota,
penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai
dan danau sesuai dengan domisili orang_perseoraﬁg’an
warga negara Indonesia atau badan usaha, ﬁénérbitah izin
usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai
dengan domisili badan usaha,” dan penerbitan izin
pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin
operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang
jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota. |
Tugas Seksi Pengujian Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peﬁgujian
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berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha
jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang  perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana; -

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang  perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasiarn prasarana,

(3) penylapan bahan evaluasi dan pelaporan‘ di
bidang perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana; dan .

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Perencanaan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan
penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur
kereta api kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kefnijakan serta evaluasi dan pelaporé;n di  bidang
penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan
pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunarn

dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan
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danau, penerbitan izin péi{érjéan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, pénerbitan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal,
penerbitan  izin pengembangah pelabuh'an untuk
pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan
selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, dan penerbitan izin wusaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkéretaaiﬁian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 “(satu) Daerah
kabupaten/kota. | | '
Tugas dan Fungsi Bidang Péngembéngaﬁ dan Keselamatan
a) Tugas |

Melaksanakan éenyiapan perumusan  kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di  bidang pengembaﬁgan. dan keSélamatan

transportasi. ' - '

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan

dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang pemaduan moda, teknélogi perﬁubungén,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; ‘

(2} peﬁyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
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lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta’ evaluasi dan pelaporan di bidang
pemaduan moda dan pengembangan teknologi
perhubungan.

Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan lingkungan perhubungan. |

Tugés Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapaﬁ bahan perumusaﬁ dan pelaksanasan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan pehanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalén'.
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14. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja
padaDinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe B pada Wilayah
Geografis Daratan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda
Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
DAN KEUANGAN DAN UMUM
BIDANG LALU BIDANG BIDANG

LINTAS DAN PRASARANA PENGEMBANGAN
ANGEKUTAN DAN KESELAMATAN

-~ I ]

B SEKS1 PEMADUAN
SEKSI LALY S PR NCANAAN MODA DAN
T e o YVETRAN —— )
LINTAS PRASARANA TEKNOLOG!
i PERHUBUNGAN
SEKSI SEKSI
M SEKSI ANGKUTAN —1 PENGOPERASIAN — LINGKUNCAN
PRASARANA PERHUBUNGAN
SEKS! PENGUJIAN SEKSI PERAWATAN " . SEKSI
SARANA PRASARANA KESELAMATAN

b. Tugas dan Fungsi
1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a) Tugas
Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungén Dinas Perhubungan Provinsi.

bj Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat

menyelenggarakan fungsi:
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{1)  koordinasi pényusunan rencana, program,
anggaran, -evaluasi, dan - pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan  masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi,

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan = perdturan
perundang-undangan,;

(5) pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan o

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/ kékajraa’n daeré]d,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum -
Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan do’kumentaéi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peratufan perundang-
undangan. | o
’I‘ugaé Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a} Tugas '
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang lalu lintas dan angkutan.
b} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyi'épan bahan perumusan kebijakan di
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bidang lalu Eintaé, angkutan, dan pengujian
sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiépan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan sertar evaluasi dan pelaporan di bidang
penetapan rencana induk’ jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,
penetapan  lintas penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang
terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau
jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian
kabupaten/kota, penetapan jaringan jal{;ir kereta épi yang
jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan
penetapan jaringan pelayanan perkéretéapian pada
jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota, penyediaan
perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jal.an
kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis dampak
lalu lintas untuk jalan kabupaten/ kota.‘ o

Tugas Seksi Angkutaﬁ

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pe.laksanaan
kebijakan serta - evaluasi dan pelaporan' di bidang
penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dan/atau  barang dalam Daerah  kabupaten/kota,
penetapan kawasan perko'taan untuk pelayanan .éngkutar.l

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota,
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penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam
1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan rencana
umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1
(satu) Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif
kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek
antarkota dalam Daerah kabupaten‘ serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan
1zin operasi sarana perkeretaapian umum yvang jaringé[ri
jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi' angkutaﬁ
orang dengan menggunakan taksi dalam kawsdsan
perkotaan yang wilayah operasinyé berada dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan
angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya
berada dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitah izin
usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai
dengan domisili orang perseorangan Wérga negafa
Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha
penyelenggaraan angf{utan pényebefangan“ sesual dengan
domisili badan usaha, dan penerbitan izin pénga'daén atau
pei‘ribangunan perkeretapian’ khusus, izin operasi, dan

penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya"dalam
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Daerah kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pengujian Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusaﬁ dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha
Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana.

b} Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Prasarana

menyelenggarakan fungsi:

(1} penyiapan bahan perumusan kebijakan di
bidang  perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana; | |

(2} penyiapan bahan pelak'sanaan_ kebijakan di
bidahg perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasarana,;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang perencanaan, pembangunan, dan
pengoperasian prasaréma; dan |

(4) pelaksanaan tugas lain yarig diberikan oleh
Kepala Dinas sesual dengan tugas dan
fungsinya. -

Tugas Seksi Perencaﬁaan Prasarana

Melakukan penyiapan _bahén perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan
pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan
penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur
kereta api kabupaten/kota.

Tugas Seksi Pembangunan Prasarana

Melakukan penyiapaﬁ bahan perumusan dan pe}aksénaan

kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
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penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan
fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan
pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan
dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan
danau, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah
perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin dperasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota.
Tugas Seksi Pengoperasian Prasarana
Melakukan penyiapén bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penerbitan izin pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin pengoperasian pelabuhan sungai dan
danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di
pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin
pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan
izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk
pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP pelabuhan peﬁgumpaﬁ lokal, dan penerbitan
izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana
perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1
(satu) Daerah kabupaten/kota.
Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Keselamatan
a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di  bidang  pengembangan dan  keselamatan

transportasi. |
b}  Fungsi

Dalam melaksaﬁakan tugas, Bidang Pengembangan

dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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bidang pemaduian moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan,
lingkungan perhubungan, dan keselamatan; dan

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di  bidang
pemaduan moda dan pengembangan teknologi
perhubungan.

Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijjakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan lingkungan perhubungan.

Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang laha lintas dan angkutan jalan.
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15. Contoh Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Unit Kerja
padaDinas Perhubungan Kabupaten/Kota Tipe C pada Wilayah
Geografis Daratan dengan Fokus Sub Urusan Sesuai dengan Moda
Transportasi yang Dilayani pada Wilayah Masing-Masing

a. Susunan Organisasi

KEPALA

SEKXRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN

DAN KEUANGAN

DAN UMUM

LINTAS

BIDANG LALU BIDANG
LINTAS DAN PRASARANA DAN
ANGKUTAN KESELAMATAN

SEKSI LALU

|| ks || SEKSI
SEKSLANOKUTAN. KESELAMATAN
SEKSI PENGUJTAN SEKSI
SARANA PENGEMBANGAN

— SEKSI PRASARANA

b. Tugaé dan Fungsi

1)  Tugas dan Fungsi Sekretariat

a)

Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

Fungsi

Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi:
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(1)  koordinasi peﬂyusunan rencana, program,
anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas
Perhubungan Provinsi;

(2) pemberian dukungan administrasi yang
meliputi kepegawaian, ketatausahaan,
keuangan; kerumahtanggaan, kerja sama,
hubungan masyarakat, kearsipan, dan
dokumentasi;

(3) penataan organisasi dan tata laksana;

(4) koordinasi dan penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

(5} pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
dan :

(6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana
rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan
keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah,
evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi.
Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum |
Melakukan  penyiapan bahan -pelaksanaai'} urusan
kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,
kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata
laksana, serta penyusunan peraturan perundang-
undangan.
Tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
a) Tugas
Melaksanakan penyiapan perumusah kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan
di bidang lalu lintas dan angku%an. -
b} Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan menyelenggarakan fungsi:

(1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di
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bidang " lalu lintas, angkutan, dan’ pengujian
sarana;

(2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana;

(3) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang lalu lintas, angkutan, dan pengujian
sarana; dan

(4) pelaksénéan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya. |

Tugas Seksi Lalu Lintas

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di -bidang
penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota,
penetapan  lintas  penyeberangan dan  persetujuan
pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yahg
terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau
Jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, penetapan lintas
penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk
kapal yang melayani penyeberangan dalan Daerah
kabupaten/kota, penetapan rencana induk perkeretaapian
kabupaten/Kkota, penetapan jaringan jalur kereta api yang
jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupateﬁ/ kofa, dan
penetapan jaringan pelayanan perkefetéapﬁéfi' padd
jaringan jalur pérkeret&apian’ kabu“péteﬁ/ kdté’,#penﬁyédliaéh
perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota dan
pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
kabupaten/kota, dan persetujuan hasil analisis dampak
lalu lintas untuk jalan kabﬁpaten/ kota.

Tugas Seksi Angkutan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
penyediaan angkutaﬁ umum untuk jasa angkutén orang
dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota,
ﬁenetapan kawasan perkétaan untulk pelayaﬁaﬁ én.gkutan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabu'pateh/ko‘acé,
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penetapan rencana umum jéiringan trayek perkotaan dalam
1 (satu) Daerah kabupaten/kota, pénetapan rencana
umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1
(satu} Daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan
dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, penetapan tarif
kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek
antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan
perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya
dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin usaha
angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam
Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas
pelabuhan di Daerah kabupaten/kota, penerbitan izin
usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang
perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
kabupaten/kota, penerbitan izin trayek penyelenggaraan
angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani
trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
Penetapan tarif angkutan penyeberangan penump:ang kelas
ekonomi dan kendaraan beserta muatannyé pada lintas
penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota, penerbitan
izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan
jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota, penetapan wilayah operasi angkutan
orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan
perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah
kabupaten/ kota, penerbitan izin penye‘ieﬁggaféan :téksi dan
a-ngk'utan kawasan tertentu vang wilayah 'operésinya
berada dalam Daetah kabupaten/kota, pér’ierb‘it‘aﬁ' izin
usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai
dengan domisili orang perseorangan warga negara
Indonesia atau badan usaha," penerbitan  izin ‘usaha
penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesual dengan
domisili badan usaha, dan pénerbitan izin perigadaan atau
pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan

penetapan jalur kereta api khusus yang jarirlgannya dalam
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Daerah kabupaten/kota.

Tﬁgas Seksi Pengujian Sarana

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidaﬁg pengujian
berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha
jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Tugas dan Fungsi Bidang Prasarana dan Keselamatan

a) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan

di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan

transportasi.

b} Fungsi
" Dalam melaksanakan' tugas, Bidang Prasarana
menyelenggarakan fungsi:

(1) penylapan bahan perumusan kebijakan di
bidang prasarana, keselamatan, = dan
pengembangan transportasi; '

(2} penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di
bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembangan transportasi;

{3} penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di
bidang prasarana, keselamatan, dan
pengembangén transportasi; dan ‘

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Tugas Seksi Prasarana

Melakukan peﬁyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidaﬁg
pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin
penyelenggaraan dan pémbangunan fasilitas parkir,
penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelablihan
pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan
DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau,
pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan
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dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian
pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan
usaha pelabuhan 'di pelabuhan pengumpul lokal,
penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh,
penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam
untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin
pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan
pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah
perairan pelabuhaﬁ pengumpan lokal, penerbitan izin
pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di
dalam  DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal,
penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan
dan lepas landas helikopter, penerbitan izin usaha, izin
pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian
umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) :Daérah
kabupaten/kota, dan penetapan kelas stasiun untuk
stasiun pada jaringan jalur kereta api ka;oupaten / kota.
Tugas Seksi Keselamatan

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan
inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan proviﬁsi, laik
fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi
manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi,
fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas
dan angkutan jalan, keselamatan peﬁgusahaan angkutan
umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan

hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
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11) Tugas Seksi Pengembangan
Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan
moda, pengembangan  teknologi  perhubungan, dan

pengembangan lingkungan perhubungan.
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